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PUTUSAN
Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA .Klk
N ,
Al &
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :
PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama lIslam, pendidikan D lll, pekerjaan

Honorer pada Puskesmas Ladongi Jaya, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di
Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Januari

2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan

register Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.KIk tanggal 25 Maret 2018, telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur,
sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 96/10/04/2013,
tertanggal 9 April 2013;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan

Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 1 dari 10. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
Lingkungan V Blok F, Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten
Kolaka Timur sampai berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya
suami isteri (ba’da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang yang bernama :

a. ANAK | PENGGUGAT DAN TREGUGAT, umur 4 tahun;
b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun;
Dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan
rukun dan baik, namun sejak pertengahan bulan Juli 2015 antara Penggugat
dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi
tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan olehj
Tergugat kembali ke agamanya semula (murtad);

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada bulan Januari 2016 saat mana Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama
pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar pada
Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk
Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
dating. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi
persyaratakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Kolaka Cg. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
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Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak Tergugat pada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;
Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas yang pertama tanggal 15 Januari
2018 dan kedua pada tanggal 25 Januari 2018 Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan,
maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat
tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat,
namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan
yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
96/10/04/2013, tanggal 9 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, bermaterai cukup dan
telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan
saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah
sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,
bertempat tinggal di Lingkungan V Blok F, Kelurahan Atula, Kecamatan

Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;
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Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat
menantu saksi;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi
di Lingkungan V blok F, Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi,
Kabupaten Kolaka Timur sampai berpisah tempat tinggal;

— Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis hingga dikaruniai dua orang anak perempuan, akan tetapi
sejak sekitar bulan Juli tahun 2015 rumah tangga mereka mulai diwarnai
perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya
menjadi tidak harmonis lagi;

— Bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat
kembali ke agama semula (murtad);

— Bahwa saksi sering mendengar sendiri suara Penggugat dan Tergugat
ketika sedang bertengkar karena Tergugat sering mengancam untuk
kembali ke agama semula;

— Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak
bulan Januari 2016 sampai sekarang, dan selama itu pula mereka
sudah tidak saling berhubungan lagi;

— Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk
mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali,
akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

2. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1,
bertempat tinggal
, Kabupaten Kolaka timur;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat
adalah ipar saksi;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua saksi di Lingkungan V blok F, Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi,
Kabupaten Kolaka Timur sampai berpisah tempat tinggal;
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— Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis dan dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak sekitar bulan
Juli tahun 2015 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan
pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak
harmonis lagi;

— Bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat
kembali ke agama semula (murtad);

— Bahwa saksi sering mendengar sendiri suara Penggugat dan Tergugat
ketika sedang bertengkar karena Tergugat sering mengancam untuk
kembali ke agama semula dan sekarang Tergugat sudah kembali ke
agamanya;

— Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak
bulan Januari 2016 sampai sekarang, dan selama itu pula mereka sudah
tidak saling berhubungan lagi;

— Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk
mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali,

akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap mempertahankan gugatannya yakni ingin bercerai bercerai
dengan Tergugat, dan mohon kepada Pengadilan Agama Kolaka untuk
menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal
ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan
gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata
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ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah,
maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak
hadir, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua
belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah
berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir,
maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu
akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama in casu
Pengadilan Agama Kolaka dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dan
kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam
perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan
absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat dan domisili Tergugat masuk
dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P maka
harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat
mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang bertanda P telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud
Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti tersebut
dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Penggugat dengan alasan pokok bahwa semula keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni
2015 Tergugat murtad atau kembali kepada agama sebelumnya hingga terjadi
perselisihan dan pertengkaran, kemudian puncak pertengkaran Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang dan
selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan
berkomunikasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat
formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang
ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat,
maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh
Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, yang
disebabkan karena Tergugat telah keluar dari agama Islam (Murtad);
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, maka sejak tanggal bulan Januari

2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selanjutnya antara
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Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi dan
juga sudah tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi
karena terdapat perbedaan agama (keyakinan), sehingga karenanya Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk memfasakh pernikahan
Penggugat dan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki
dalam Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu
perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo Pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan
hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan segala ketentuan
perundangundangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menfasakh perkawinan Penggugat ( Marlia binti Sariman) dengan Tergugat
(M. Rizal alias Eskiel bin Andras Baso);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 19 Jumadilawal 1439 H,
bertepatan dengan tanggal 05 Februari 2018 M, oleh kami Majelis Hakim,
dengan susunan llman Hasjim, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Sudarmin
H.I.M. Tang, S,HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim
Anggota,dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis
ttd ttd

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI Iman Hasjim, S.HI.,M.H
ttd

Abu Rahman Baba, S.HI
Panitera Pengganti,
ttd
Fadliyah Zainal, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. ATK/Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 580.000,00
4, Redaksi : Rp. 5.000,00
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5. Meterai . Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 671.000,00

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag

002 793 065 825 69
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